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I. UMUM

Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diakui secara
konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai hak warga negara dan tanggung jawab
negara. Hak asasi bidang kesehatan ini harus diwujudkan melalui
pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dengan
menanamkan kebiasaan hidup sehat.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui
pemberian pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya
kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan.
Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai
penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi Asuhan Keperawatan,
penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola Pelayanan Keperawatan,
dan peneliti Keperawatan. Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh
Perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu
keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien,
perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Pelayanan
kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan
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secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh
Perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik. Praktik
keperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan
dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan
wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu,
penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi.

Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai
penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan
terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan
pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur
dalam undang-undang. Selain sebagai kebutuhan hukum bagi perawat,
pengaturan ini juga merupakan pelaksanaan dari mutual recognition
agreement mengenai pelayanan jasa Keperawatan di kawasan Asia
Tenggara. Ini memberikan peluang bagi perawat warga negara asing
masuk ke Indonesia dan perawat Indonesia bekerja di luar negeri
untuk ikut serta memberikan pelayanan kesehatan melalui Praktik
Keperawatan. Ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan Perawat
tingkat dunia, sehingga sistem keperawatan Indonesia dapat dikenal
oleh negara tujuan dan kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari
pencitraan dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di
bidang kesehatan.

Atas dasar itu, maka dibentuk Undang-Undang tentang
Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan
hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata
berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan
Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab,
akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang ini memuat pengaturan
mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, registrasi, izin
praktik, dan registrasi ulang, praktik keperawatan, hak dan kewajiban
bagi perawat dan klien, kelembagaan yang terkait dengan perawat
(seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil), pengembangan,
pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah asas
yang harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan
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hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa,
agama, status sosial, dan ras.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah Praktik
Keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan
dan teknologi yang diperoleh, baik melalui penelitian,
pendidikan maupun pengalaman praktik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas”
adalah bahwa pengaturan Praktik Keperawatan harus dapat
mencapai dan meningkatkan keprofesionalan Perawat dalam
menjalankan Praktik Keperawatan serta memiliki etika
profesi dan sikap profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Keperawatan
harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Keperawatan
harus mampu memberikan pelayanan yang merata,
terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam
pelayanan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pelindungan” adalah bahwa
pengaturan Praktik Keperawatan harus memberikan
pelindungan yang sebesar-besarnya bagi Perawat dan
masyarakat.

Huruf g

Yang maksud dengan ”asas kesehatan dan keselamatan
klien” adalah Perawat dalam melakukan Asuhan
Keperawatan harus mengutamakan kesehatan dan
keselamatan Klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
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Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ners” adalah gelar yang diperoleh
setelah lulus pendidikan profesi Perawat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tridarma perguruan tinggi merupakan penyelenggaraan 3
(tiga) fungsi perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
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Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan Praktik Keperawatan
selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain, rumah
Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan,
dan sekolah.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.
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Huruf j

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat
yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh
tanpa resep dokter.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian
kegiatan dalam rangka mengoptimalkan peran serta
masyarakat meliputi:

a. identifikasi sumber daya pendukung;

b.meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;

c. menggerakkan peran serta sumber daya manusia dalam
mengatasi/memenuhi kebutuhan masyarakat; dan

d.melakukan bimbingan dan peran serta masyarakat
secara berkelanjutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.
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Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Mengelola kasus merupakan kegiatan penatalaksanaan
Klien yang mencakup kegiatan:

a. pengidentifikasian kebutuhan pelayanan;

b.pengoordinasian perencanaan pelayanan;

c. pemonitoran pelaksanaan pelayanan; dan

d.pengevaluasian dan modifikasi pelayanan sesuai
dengan kondisi.

Huruf m

Melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer
dan alternatif merupakan bagian dari penyelenggaraan
Praktik Keperawatan dengan memasukkan/
mengintegrasikan terapi komplementer dan alternatif ke
dalam pelaksanaan Asuhan Keperawatan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara delegatif,
antara lain adalah menyuntik, memasang infus, dan
memberikan imunisasi dasar sesuai dengan program
pemerintah.

Ayat (5)

Tindakan medis yang dapat dilimpahkan secara mandat,
antara lain adalah pemberian terapi parenteral dan
penjahitan luka.
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Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyakit umum merupakan
penyakit atau gejala yang ringan dan sering ditemukan
sehari hari dan berdasarkan gejala yang terlihat
(simtomatik), antara lain, sakit kepala, batuk pilek, diare
tanpa dehidrasi, kembung, demam, dan sakit gigi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan kefarmasian secara
terbatas” adalah kegiatan menyimpan dan menyerahkan
obat kepada Klien.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lain” antara lain
dokter, ahli gizi, dan apoteker.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Pemberian informasi oleh Klien anak/balita atau lansia,
dalam kondisi tertentu dapat diwakili dalam pemberian
informasi tentang masalah kesehatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memberikan imbalan jasa dapat berupa pembayaran secara
tunai ataupun dalam bentuk sistem penjaminan.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Organisasi Profesi Perawat adalah
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Fungsi pengaturan merupakan pengaturan dalam bidang
teknis profesi Perawat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.
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Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.
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